
.

Jl. Prof. Hamka No. 25 Kel. Bukit Surungan
Telp. 0751-7055301/7055304 Fax. 0751-7055302
Surel : set.padangpanjang@bawaslu.go.id

Nomor : 43/PM.00.02/K.SB-15/12/2025 03 Desember 2025
Sifat : Penting
Lampiran: -
Perihal : Surat Imbauan

Kepada Yth:
Sdr. Ketua KPU Kota Padang Panjang
di-
    Tempat

1. Dasar hukum:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan

Umum.

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan

atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  4  Tahun  2022  tentang

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025

tentang  Pedoman  Pengawasan  Pemutakhiran  Data  Partai  Politik  Secara

Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

2. Menimbang:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf l Undang-Undang 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7 Tahun 2017) juncto Pasal 3

ayat  (1)  huruf  e  Peraturan  Badan  Pengawasan  Pemilihan  Umum  Republik

Indonesia  Nomor  5  Tahun  2022  Tentang  Pengawasan  Penyelenggaraan

Pemilihan  Umum  yang  pada  pokoknya  menjelaskan  Bawaslu  melakukan

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU, selanjutnya berdasarkan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran,

Verifikasi,  dan  Penetapan  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  Anggota  Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut

PKPU 4 Tahun 2022) yang pada pokoknya menjelaskan Partai  Politik  dapat

melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol,
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Pemutakhiran data Partai  Politik dilakukan setelah tahapan penetapan Partai

Politik  calon  peserta  Pemilu  dan  Pemutakhiran  data  Partai  Politik  dilakukan

secara berkala dan berdasarkan permintaan Partai Politik.

2. Bahwa secara Teknis KPU mengatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data

Partai  Politik  Secara  Berkelanjutan  Melalui  Sistem  Informasi  Partai  Politik

(selanjutnya  disebut  “Surat  KPU  658  Tahun  2024”)  yang  pada  pokoknya

Tahapan pelaksanaan pemutakhiran  data  Partai  Politik  secara  berkelanjutan

melalui  Sipol  yang  dilakukan  oleh  Partai  Politik  mulai  dari  Persiapan

Pemutakhiran, penunjukan Admin Sipol pemutakhiran data Partai Politik secara

berkelanjutan, menyiapkan data dan dokumen Petugas Penghubung dan Admin

Sipol, menyiapkan Akun Sipol sampai dengan Verifikasi dan Penetapan Hasil

Pemutakhiran  Data  Partai  Politik  Secara  Berkelanjutan.  Dalam  rangka

menjalankan tugas Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU, penting

bagi  Bawaslu  untuk  memberikan  pedoman  kepada  Bawaslu  Provinsi  dan

Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota

Se-Provinsi Aceh dalam pengawasan pemutakhiran data partai politik secara

berkelanjutan  melalui  sistem informasi  partai  politik  sebagaimana Pasal  146

PKPU 4 Tahun 2022 juncto Surat KPU 658 Tahun 2024.

3. Himbauan

Sehubungan dengan hal di atas, kami menghimbau KPU Kota Padang Panjang untuk

dapat  melaksanakan Pemutakhiran Data  Partai  Politik  Secara  Berkelanjutan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.

K E T U A,

${ttd}

HIDAYATUL FAJRI

Tembusan Kepada Yth:
1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
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